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: bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2001 Ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah , 

:1. Undang -undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan 
Undang- undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ), 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ), 

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839 ), 

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848), 

$. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ), 

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan 
Retrebusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ): / 

7. Perahwan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 ), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

( Lembaran Negara No. 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932 ), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4021 ), 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Talun 2000 tentang Pengelolaan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ), 

11, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembaniuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lombaran Negara Nomor 4023 ), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024 ), 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ), 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah ( Lombaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4028 ), 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ), 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138 ), 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139 ), 

18. Keputusan Presidon Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang- 
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70), . 
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19. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi 
Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 
Anggaran 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 268 ), 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang 
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1988, 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang 
Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah, 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1998 tentang Bentuk 
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah , 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG SISA 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2001. 

Pasal 1 

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tebo Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut : 
a. Realisasi Anggaran Pendapatan 

- Pendapatan  ................. Rp. 92.234.039.394.- 

“RUTIN .......c...eveereneeeneenere0veenunanann Rp. 47.999.126.983.- 
- Pembangunan .......c...cc.c.oc..co.oci..o.c.m Rp . 23.413.862.411.- 
Jumlah ............c.........c.ocoeeeeeeeneneneneana Rp. 71.412.989.394.- 

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih 
sebesar Rp. 20.821.050.000.- 

Pasal 2 

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan realisasi Belanja Daerah 
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai 

“ PENdaPBAAN .....i.ii.....oo..ooo.ii —. Rp. 4.565.908.291. 
b. Realisasi Anggaran Belanja : 
“Belanja .a.- Sermreraraeer area ip 4 aa a03 

Pasal 3 ...................... 
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Pasal 3 

(1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum 

(2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin CA/R sebagaimana tercantum daslam 

(3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/V/P sebagaimana 

Pasal 4 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini, 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tebo. 

i dalam Lembar Daerah . 
Seri Nomor 3 Tanggal 26 Juni 20 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA 

.. 

———— 

H.DARKUTINI, SH 
Pembina 

Nip. 430 004 928


